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SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[*]
suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum [e]
berkantor pusat di [e],

Bertindak selaku pemegang atau pemilik
[] saham

PT BANK BTPN Tbk, suatu perseroan terbatas sekaligus bank yang didirikan menurut hukum Republik
Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”).

dalam hal ini diwakili oleh [e],
bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur/ Direktur [e]

(selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa"),

dengan ini memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada:

[*]

perorangan, bertempat tinggal di [e]
pemegang Kartu Tanda Penduduk atau paspor
nomor [e]

yang diterbitkan oleh [e]

(selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”),

QL VL J UL FE——

untuk mewakili dan dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam:

a. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan di
Jakarta, Indonesia pada tanggal 11 September 2019 atau tanggal lainnya yang akan ditentukan oleh
Perseroan;

mengajukan pertanyaan terkait mata acara Rapat (apabila diperlukan);
mengeluarkan suara dalam setiap mata acara Rapat yaitu sebagai berikut:

Nomor Mata Acara Pemungutan Suara
Setuju Blanko Tidak Setuju
1 Perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan;
2 Perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
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Sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak dan berwenang untuk membuat,
menandatangani dan menyerahkan semua dokumen terkait dengan Rapat serta memberikan keterangan dan
informasi; Singkatnya melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan sehubungan dengan Rapat yang
akan selayaknya dilakukan oleh Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham Perseroan, tidak ada
yang dikecualikan.

Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditandatangani. Pencabutan atau penarikan
kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penerima Kuasa (dengan
tembusan kepada Direksi Perseroan), apabila Direksi Perseroan tidak atau belum menerima surat
pemberitahuan mengenai pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini, maka Perseroan berhak untuk
menganggap bahwa pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa.
Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini tidak mengurangi, mempengaruhi atau menghapuskan atau
menghilangkan sahnya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan surat
kuasa ini pada waktu dan selama pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali, semua dan
setiap tindakan tersebut tetap berlaku dan mengikat sah terhadap Pemberi Kuasa, dengan segala akibat
hukumnya

[Tempat], [Tanggal] [Bulan] 2019

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

[meterai]
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